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POTENSI BENCANA DI INDONESIA

Tpland PETA INDEKS RAWAN BENCANA INDONESIA
Acen TAHUN 1815 - 2012
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UNDANGUNDANG PENANGGULANGAN
BENCANA SEBAGAI PAYUNG HUKUM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA

1. Upaya menyeluruh dan proaktif dimulali
dari pengurangan risiko bencana,
tanggap darurat, dan rehabilitasi serta
rekonstruksi;

2. Upaya yang dilakukan bersama oleh
pemangku kepentingan dengan peran dan
fungsi yang saling terlengkapi

3. Bagian dari proses pembangunan untuk

mewujudkan ketahanan (  resilience )
terhadap bencana.
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DiskusidenganNarasumber

11 BNPB Drs Junjungan KedudukarBNPB dalamUU PenanggulangaBencana
April Tambunan M.E sebagalembaganonkementeriateknisbelumefektif dalam
2017 (Direktur  Tanggap melakukarfungsikoordinaskementeriarierkaitdalam

Daurat BNPB) dan upayapenanggulangabencanaperludipertimbangkan
Lilik Kurniawan ST, mengenausulankedudukarBNPB untukmenjadi

M.Si (Direktur KementerianreknisKkebencanaaagaradagariskomando
Pengurangan Risiko yanglangsungkepadaBPBD, memiliki personetersendirj
BencanaBNPB) danpengalokasiaanggararkebencanaayangterpisah
untukefektifitaspelaksanaapenanggulangapencana

11 Kementerian Dr. AchmadYurianto Berdasarka®P No. 2ITahun2008tentang

April Kesehatan (Kapus PenyelenggaradPenanggulangaBencangselanjutnya

2017 Penanggulangan disebutPPPenyelenggaradpPB) dalamPasal3 disebutkan
KrisisKkesehatah bahwapenentuastatusanggapdaruratoencana

dilaksanakamleh Pemerintatataupemerintaldaerahsesuai
dengarstatusbencanaDalambeberapdal, pasalini
menyulitkankemenkegalammengurangrisiko krisis
kesehatamntukwilayahyangbelummenetapkamanggap
daruratboencandapi sudahberpotensuntukterjadinyakrisis
kesehatanUntukitu Kemenkesnendorongetersediaan
anggaramuntukkondisikrisis kesehataiiterutamabelum
masukkategoribencanadi KemenkeslanDinasKesehatan
(selanjutnyalisebutDinkeg di daerahsebagaupaya
preventif advokaspengurangansiko kesehataserta
tanggaparurat




DiskusidenganNarasumber

11 April
2017

12 April
2017

Basarnas

Kementerian
Sosial

Agung Prasetyo (Karo a.Terjadinyaegosektorahntarlembagasehingga
Hukum dan Kepegawaiah perluadakejelasarmengenakoordinasidi daerah
Haris (Bagian Hukum dan b. Dalamupayapenanggulangaimencanayang
Kerjasama dan Romali dibutuhkarntidak hanyapolakoordinasitetapijuga
(BagianOperasiSAR) polakomando

Dr. Harapan L. Gaol a.Pemahamapasalyangberbedabedaolehpara

(Direktur Perlindungan pemangkikepentingan

Sosial Korban Bencana b.RenasPB20152019sebagapanduan

Sosial) penyelenggarapenanggulangabencanaasional
dandaerahbelumditetapkan




